
  PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU 

DINAS PENDIDIKAN 
Jalan H. Moeh. Moeslimin No. 85 Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur 32215  

Telp/Fax. (0735) 326110 E-mail : diknasoku@yahoo.co.id  

B A T U R A J A 

   

 

REKOMENDASI 
Nomor : 420/128/II/XV/2021 

      
 

 

Berdasarkan hasil verifikasi terhadap keberadaan, kredibilitas dan 

aktifitas lembaga dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran serta 

dokumen perizinan yang diajukan, dengan ini kami memberikan 

rekomendasi izin operasional kepada : 

 

Nama Lembaga : TK Rahudatul Qur’an 

 

Pimpinan Lembaga : Ngadino 

 

Alamat Lembaga : Desa Gunung Meraksa 

Kec. Lubuk Batang 

 

Demikian, rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana 

mestinya.    .  

 

Baturaja, 06 September  2021 

 

An. KEPALA DINAS PENDIDIKAN 

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU 
SEKRETARIS 

 

 
 

ALFARIZI, SE.Ak 
NIP. 197003051998031005 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



1. Dokumen	ini	diterbitkan	sistem	OSS	berdasarkan	data	dari	Pelaku	Usaha,	tersimpan	dalam	sistem	OSS,	yang	menjadi	tanggung	jawab
Pelaku	Usaha.

2. Dalam	hal	terjadi	kekeliruan	isi	dokumen	ini	akan	dilakukan	perbaikan	sebagaimana	mestinya.
3. Dokumen	ini	telah	ditandatangani	secara	elektronik	menggunakan	sertifikat	elektronik	yang	diterbitkan	oleh	BSrE-BSSN.
4. Data	lengkap	Perizinan	Berusaha	dapat	diperoleh	melalui	sistem	OSS	menggunakan	hak	akses.

PEMERINTAH	REPUBLIK	INDONESIA

PERIZINAN	BERUSAHA	BERBASIS	RISIKO
NOMOR	INDUK	BERUSAHA:	3108210029407

Berdasarkan	Undang-Undang	Nomor	11	Tahun	2020	tentang	Cipta	Kerja,	Pemerintah	Republik	Indonesia	menerbitkan	Nomor	Induk
Berusaha	(NIB)	kepada:

1. Nama	Pelaku	Usaha : Yayasan	PONDOK	PESANTREN	MODEREN	TAHFIZH	RAUDHATUL
QURAN

2. Alamat	Kantor : Ds.	Gunung	Meraksa	Kec.	Lubuk	Batang.Kab.OKU,	Kel.	Gunung
Meraksa,	Kec.	Lubuk	Batang,	Kab.	Ogan	Komering	Ulu,	Provinsi
Sumatera	Selatan,
Kode	Pos:	32119

No.	Telepon : 085273268734
Email : raudhatulqoran@gmail.com

3. Status	Penanaman	Modal : PMDN
4. Kode	Klasifikasi	Baku	Lapangan	Usaha	Indonesia

(KBLI)
: Lihat	Lampiran

5. Skala	Usaha : Usaha	Mikro

NIB	 ini	 berlaku	 di	 seluruh	 wilayah	 Republik	 Indonesia	 selama	 menjalankan	 kegiatan	 usaha	 dan	 berlaku	 sebagai	 hak	 akses
kepabeanan,	 pendaftaran	 kepesertaan	 jaminan	 sosial	 kesehatan	 dan	 jaminan	 sosial	 ketenagakerjaan,	 serta	 bukti	 pemenuhan
laporan	pertama	Wajib	Lapor	Ketenagakerjaan	di	Perusahaan	(WLKP).

Diterbitkan	di	Jakarta,	tanggal:	31	Agustus	2021

Menteri	Investasi/
Kepala	Badan	Koordinasi	Penanaman	Modal,

Ditandatangani	secara	elektronik

Dicetak	tanggal:	31	Agustus	2021
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PEMERINTAH	REPUBLIK	INDONESIA

PERIZINAN	BERUSAHA	BERBASIS	RISIKO
LAMPIRAN	

NOMOR	INDUK	BERUSAHA:	3108210029407

Lampiran	berikut	ini	memuat	daftar	bidang	usaha	untuk:
1. Dengan	ketentuan	bahwa	NIB	tersebut	hanya	berlaku	untuk	Kode	dan	Judul	KBLI	yang	tercantum	dalam	lampiran	ini.
2. Pelaku	Usaha	dapat	mengajukan	pernyataan	mandiri	pemenuhan	standar.
3. Pelaku	 Usaha	 wajib	 memenuhi	 persyaratan	 dan/atau	 kewajiban	 sesuai	 Norma,	 Standar,	 Prosedur,	 dan	 Kriteria	 (NSPK)

Kementerian/Lembaga	(K/L).
4. Lampiran	ini	merupakan	bagian	tidak	terpisahkan	dari	dokumen	NIB	tersebut.
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